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ABSTRAK

Netralitas PNS merupakan salah satu tuntutan disiplin PNS yang diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan, pelanggaran netralitas PNS masih sering terjadi di Indonesia, salah
satunya di Kabupaten Sarmi. Pelanggaran ini sering terjadi khususnya pada
pemilihan umum kepala daerah. Salah satu pelanggaran netralitas PNS yang terjadi
dalam Pilkada di Kabupaten Sarmi adalah pemberian dukungan dengan
memberikan KTP PNS. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
penerapan hukuman disiplin PNS dan faktor-faktor penghambat diterapkannya
hukuman disiplin terhadap pelanggaran netralitas PNS dalam Pilkada di Kabupaten
Sarmi tahun 2017. Penulisan hukum ini menggunakan metode hukum normatif
yang berfokus pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil
penelitian menyimpulkan bahwa di Kabupaten Sarmi penerapan hukuman disiplin
PNS terhadap pelanggaran netralitas PNS dalam Pilkada di Kabupaten Sarmi tahun
2017 belum optimal karena terdapat beberapa hambatan yakni: Ketidakpahaman
regulasi mengenai netralitas PNS, Kewenangan pengawas pemilu yang masih
terbatas, Kurangnya koordinasi lintas sektor (Bawaslu, Inspektorat, BKPSDM, dan
KPU), Mempertimbangkan keaktifan dan kinerja PNS yang melakukan
pelanggaran netralitas PNS, dan Sulit dalam menjatuhkan hukuman disiplin.

Kata Kunci: disiplin PNS, netralitas, Pilkada, Kabupaten Sarmi

ABSCTRACT

The neutrality of civil servants is one of the demands for civil servant discipline
regulated in the regulations. Despite having been regulated in regulations,
violations of the neutrality of civil servants are still common in Indonesia, one of
which is in Sarmi Regency. This violation often occurs, especially in regional
elections. One of the violations of the neutrality of civil servants that occurred in
the regional elections in Sarmi Regency was the provision of support by providing
civil servant ID cards. This legal research aims to determine the application of civil
servant disciplinary punishment and the factors inhibiting the application of
disciplinary punishment for violations of civil servant neutrality in the Regional
Elections in Sarmi Regency in 2017. The method used by this legal research is
normative, where focus data is obtained from legal norms and regulations. The
results of this legal research concluded that in Sarmi Regency, the application of
civil servant disciplinary punishment for violations of civil servant neutrality in the
regional elections in Sarmi Regency in 2017 was not optimal because of several
obstacles, namely: incomprehension of regulations regarding the neutrality of civil
servants; limited authority of election supervisors; lack of cross-sectoral
coordination (Bawaslu, Inspektorat, BKPSDM, and KPU); considering the
activeness and performance of civil servants who violated the neutrality of civil
servants; and it is difficult to impose disciplinary punishment.

Keywords: civil servant discipline, neutrality, local elections, Sarmi Regency
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